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PERATURAN 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR PER.19/MEN/2012 

TENTANG 
LARANGAN PENGELUARAN BENIH SIDAT (Anguilla spp) 

DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

  Menimbang :  a. bahwa untuk lebih menjaga dan memanfaatkan 
keanekaragaman sumber daya ikan dan pemenuhan  
kebutuhan benih sidat dalam negeri, maka perlu 
mengatur larangan pengeluaran benih  sidat  (Anguilla  
spp) dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar 
wilayah Negara Republik Indonesia; 

b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Nomor PER.18/MEN/2009 tentang Larangan 
Pengeluaran Benih Sidat (Anguilla spp) Dari Wilayah 
Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara 
Republik Indonesia belum mampu memberikan 
perlindungan dan keberlanjutan kebutuhan benih sidat 
dalam  negeri; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang 
Larangan Pengeluaran Benih Sidat (Anguilla spp) Dari 
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Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah 
Negara Republik Indonesia;  

Mengingat   :   1.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5073); 

2.   Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang 
Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4230); 

3.   Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang 
Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779); 

4.   Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaran Penelitian dan Pengembangan 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4840); 

5.   Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141); 

6.   Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 
2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 142); 

7.    Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan 
Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 

8.    Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2012, No.1032 3

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN  MENTERI  KELAUTAN  DAN  PERIKANAN 

TENTANG  LARANGAN  PENGELUARAN  BENIH  SIDAT 
(Anguilla  spp)  DARI  WILAYAH  NEGARA  REPUBLIK 
INDONESIA  KE  LUAR  WILAYAH  NEGARA  REPUBLIK 
INDONESIA. 

Pasal 1 

Setiap orang perorangan atau korporasi dilarang mengeluarkan benih  
sidat  (Anguilla  spp) dengan ukuran kurang dari atau sama dengan 150 
(seratus lima puluh) gram per ekor dari wilayah Negara Republik Indonesia 
ke luar wilayah Negara Republik Indonesia. 

Pasal 2 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 18/MEN/2009 tentang Larangan 
Pengeluaran Benih Sidat (Anguilla spp) Dari Wilayah Negara Republik 
Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 3 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

  
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2012 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
SHARIF C. SUTARDJO 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 22 Oktober 2012 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 
 
 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id

